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BAB II 

UJRAH DAN AL-QARD} DALAM HUKUM ISLAM 

 

A. Ujrah 

1. Konsep ujrah (upah) 

Secara bahasa, ija>rah digunakan sebagai nama bagi al-ajru yang 

berarti "imbalan terhadap suatu pekerjaan" (العمل على الجزاء) dan "pahala" 

 Dalam bentuk lain, kata ija>rah juga biasa dikatakan sebagai nama 1.(الثواب)

bagi al-ujrah yang berarti upah atau sewa (الكراء). Selain itu, menurut al-

Ba'liy, arti kebahasaan lain dari al-ajru tersebut, yaitu "ganti" (العوض), 

baik ganti itu diterima dengan didahului oleh akad atau tidak.2 Secara 

istilah, ija>rah adalah suatu transaksi (akad) yang manfaat atau jasa yang 

mubah dalam syariat dan manfaat tersebut jelas diketahui, dalam jangka 

waktu yang jelas serta dengan uang sewa yang jelas.  

Al-Ijarah atau ujrah dalam kamus ekonomi dikenal dengan istilah 

(wage, lease, hire) arti asalnya adalah imbalan kerja (upah).3 Dalam istilah 

bahasa Arab dibedakan menjadi al Ajr dan al ija>rah. Al ajr sama dengan al 

Tsawab, yaitu pahala dari Allah sebagai imbalan taat. Sedangkan al ija>rah: 

upah sebagai imbalan atau jasa kerja. Di dalam kitab fiqh, konsep ija>rah 

hanya berkisar pada persoalan sewa menyewa. 

                                                      
1 Muhammad bin Mukram bin Manzhur, Lisan al-'Arab, (Beirut: Dar Shadir), Juz 4, 10.  
2 Al-Sayyid al-Bakriy bin al-Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyathiy, I'anah al-Thalibin, (Beirut: 

Dar al-Fikr), Juz 3, 109. 
3 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid terj. II, Jakarta: Pustaka Amani, 2002,  61 
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Dalam istilah fikih, al ija>rah (rent, rental) berarti transaksi 

kepemilikan manfaat barang/harta dengan imbalan tertentu. 

Mempersewakan ialah akad atas manfaat (jasa) yang dimaksud lagi 

diketahui, dengan tukaran yang diketahui, menurut syarat-syarat yang 

akan dijelaskan kemudian.4 Dalam Islam, upah dimasukkan dalam kaidah 

sewa menyewa, dimana melibatkan ajir dan mutajir (penyewa dan 

menyewakan).Dari kacamata bab ini, pengusaha dianggap sebagai pihak 

penyewa sedangkan pekerja dianggap sebagai pihak yang menyewakan. 

Hal ini bisa dilihat antara pengusaha dan karyawan yang terdapat kontrak 

kerja kesepakatan-kesepakatan. 

Pengertian upah secara umum dapat ditemukan dalam Undang- 

undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 1 ayat 30 

yang berbunyi ”Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan 

dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau 

pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan 

menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-

undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas 

suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan (UU Nomor 

13 Tahun 2003 pasal 1 ayat 30”.5 

Sedangkan menurut PP nomor 5 tahun 2003 upah memiliki arti hak 

pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan 

dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah 

                                                      
4 H. Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam (cet..17), (Bandung: PT Sinar Baru 1996), 303. 
5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, (BP. Cipta Jaya, 2003), 5. 
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atau akan dilakukan, ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian 

kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk 

tunjangan bagi pekerja dan keluarganya (PP nomor 5 Tahun 2003 tentang 

UMR pasal 1 point b). 

Dalam konteks yang sama, upah juga diartikan sebagai imbalan 

dari Pengusaha kepada buruh untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah 

atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang 

ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau peraturan perundang-

undangan, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara 

pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri 

maupun keluarganya (PP Nomor 8 tahun 1981 tentang perlindungan upah). 

Lebih lanjut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diuraikan upah 

diartikan sebagai pembalas jasa atau sebagainya pembayar tenaga kerja 

yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.6 

Definisi di atas hampir kesemuanya sama, dimana inti dari 

pengertian upah adalah hak yang harus diterima oleh tenaga kerja sebagai 

bentuk imbalan atas pekerjaan mereka yang kesemuanya didasarkan atas 

perjanjian, kesepakatan atau undang-undang, yang ruang lingkupnya 

mencakup pada kesejahteraan keluarganya. Lain halnya dengan Dewan 

Perupahan Nasional yang juga mendefinisikan upah suatu penerimaan 

sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu 

                                                      
6 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI), cet III, (Balai Pustaka, 

2003), 1250 
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pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, berfungsi sebagai 

jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, 

dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu 

persetujuan, undang-undang dan peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu 

perjanjian kerja antara pemberi dan penerima kerja.7 

Sementara upah menurut pengertian barat terkait dengan 

pemberian imbalan kepada pekerja tidak tetap, atau tenaga buruh lepas, 

seperti upah buruh lepas di perkebunan kelapa sawit, upah pekerja 

bangunan yang dibayar mingguan atau bahkan harian. Berbeda halnya 

dengan gaji yang menurut pengertian barat terkait dengan imbalan uang 

(finansial) yang diterima oleh karyawan atau pekerja tetap dan dibayarkan 

sebulan sekali.8 

Konsep barat mendikotomikan gaji dan upah berdasar interval 

pembayaran. Inti yang terkandung sama dengan definisi-definisi 

sebelumnya. Dua pengertian antara upah dan gaji pada intinya memiliki 

persamaan yang mendasar yaitu balasan atau imbalan yang diberikan dari 

pengguna tenaga kerja kepada pemilik tenaga kerja. Sedangkan yang 

membedakan keduanya adalah waktu pembayaran. Dimana gaji 

diperuntukkan bagi mereka yang menerima tiap bulan. Sedangkan upah 

diperuntukkan mereka yang pekerja harian atau bulanan.9 

                                                      
7 Hendry Tandjung, KONSEP MANAJEMEN SYARIAH dalam Pengupahan Karyawan 
Perusahaan.i Hendry mengutip Ahmad S. Ruky, Manajemen Penggajian dan Pengupahan 
Karyawan Perusahaan. Gramedia Pustaka Utama (Jakarta, 2001),  7 
8 Ibid. 
9 Ibid., 
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Dengan demikian dapat disimpulkan definisi upah secara umum 

yaitu hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang 

sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau 

jasa yang telah atau akan dilakukan, ditetapkan dan dibayarkan menurut 

suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, 

termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya yang berfungsi sebagai 

jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan. 

Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya 

dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja 

diberikan imbalan atas jasanya.10 Upah dapat didefinisikan sebagai harga 

yang dibayarkan pada pekerja atas pelayanannya dalam memproduksi 

kekayaan. Tenaga kerja seperti halnya faktor produksi lainnya, dibayar 

dengan suatu imbalan atas jasa-jasanya. Dengan kata lain, upah adalah 

harga tenaga kerja yang dibayarkan atas jasa-jasanya dalam produksi.11 

Upah disebut juga dengan ija>rah dalam Islam. Ija>rah menurut 

ulama’ hanafiyah adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan 

sedangkan menurut ulama’ hanafiyah yaitu transaksi terhadap suatu 

manfaat yang dituju, tertentu,bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan 

dengan imbalan tertentu.12 Upah adalah bentuk kompensasi atas jasa yang 

telah diberikan oleh tenaga kerja. Sedangkan mengupah adalah memberi 

                                                      
10 Afzalur, Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, penerjemah , Soeroyo Nastangin. (Jakarta: Dana 

Bhakti Wakaf, 1995), 23. 
11 Ya’qub Hamzah. DR, Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam 
Berekonomi), Cet II, (Bandung : CV. Diponegoro, 1992), 56. 
12 Haroen Nasrun, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 228-229. 
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ganti atas pengambilan manfaat tenaga dan orang lain menurut syarat-

syarat tertentu. 

Konsep sewa menyewa dalam hal ini ditekankan adanya asas 

manfaat. Maka dari itu, transaksi ija>rah yang tidak terdapat asas manfaat 

hukumnya haram. Ghufron. A. Mas’adi mengatakan dalam bukunya Fiqh 

Muamalah Kontekstual, bahwa ija>rah sesungguhnya merupakan sebuah 

transaksi atas suatu manfaat. Dari sini konsep ijarah dapat dibedakan 

menjadi dua macam. Pertama, ija>rah yang memanfaatkan harta benda yang 

lazim disebut persewaan, misalnya rumah, pertokoan, kendaraan dan lain 

sebagainya. Kedua, ija>rah yang mentransaksikan manfaat SDM yang lazim 

disebut perburuhan.13 

Pembayaran tenaga kerja dibedakan dua jenis, yaitu upah dan gaji. 

Gaji adalah pembayaran yang diberikan kepada pekerja tetap dan tenaga 

kerja profesional yang biasanya dilaksanakan sebulan sekali seperti 

pegawai pemerintah, guru, dosen, manajer, akuntan.  Sedangkan upah 

dimaksudkan sebagai pembayaran kepada pekerja – pekerja yang 

pekerjaannya berpindah – pindah, seperti pekerja pertanian, tukang kayu, 

tukang batu, dan buruh kasar. Berbeda dengan teori ekonomi yang 

mengartikan upah sebagai pembayaran atas jasa – jasa fisik maupun 

mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Dalam 

ekonomi pembayaran pekerja tidak dapat dibedakan antara upah dan gaji, 

keduanya berarti  pembayaran kepada pekerja. 

                                                      
13 Ghufron A. Mas’adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, (Jakarta, Raja Grafindo, , 2002),  183 
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2. Dasar hukum ujrah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional 

Ibn Rusyd14 menegaskan bahwa semua ahli hukum, baik salaf 

maupun khalaf, menetapkan boleh terhadap hukum ija>rah. Kebolehan 

tersebut didasarkan pada landasan hukum yang sangat kuat yang dapat 

dilacak dari Al-Qur'an dan Sunnah, antara lain yaitu: 

a. Alqur’an 

Firman Allah dalam Surah An-Nisa’ ayat 29:15 

وَالَكُم   تأَ كُلُو ا لَ  آمَنُ و ا الَّذِي   يأَيَ ُّهَا نَكُم   أمَ   تَ راَض   عَن   تَِِارةَ   تَكُو نَ  أَن   إِلَّ  باِلبَاطِلِ  بَ ي  
 مِن كُم  

 Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan 
jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di 
antara kamu” 

 

                                 

                               

       

Artinya: Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud 
menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku 
ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun 
dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah 
(suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak 
memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku 
termasuk orang- orang yang baik.". (QS. Al-Qhashash : 27)16 

 

                                                      
14 Muhammad bin Ahmad bin Muhamamd bin Rusyd , Bidayah al-Mujtahid, (Beirut: Dâr al-Fikr), 

Juz 2, 165-166. 
15 Ibid., 122. 
16 Ibid. 
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b. Assunah 

 وسلم عليه الله صلى الله رسول يبةط أبو حجم قال عنه الله رضي مالك بن أنس عن

 )وأحمد ومسلم البخاري رواه.( خراجه من يخففوا أن أهله وأمر تمر من بصاع له فأمر

Artinya: "Dari Anas bin Malik ra., ia berkata: Rasulullah SAW 
berbedakm dengan Abu Thayyibah. Kemudian beliau 
menyuruh memberinya satu sha' gandum dan menyuruh 
keluarganya untuk meringankannya dari beban kharâj". (HR. 

Al-Bukhâriy, Muslim, dan Ahmad).17 

 

 قبل أجره الأجير أعط وسلم عليه الله صلى الله رسول قال قال عمر بن الله عبد عن

 .عرقه يجف أن

Artinya: "Dari Abdullah bin 'Umar, ia berkata: "Telah bersabda rasullah: 
"Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering". (HR. Ibn 

Mâjaħ)18 

 

3. Rukun dan syarat ujrah 

Rasulullah Saw juga mewajibkan setiap umat Islam untuk 

memberikan upah kepada siapa saja telah memberikan jasa atau 

manfaatkan kepada kita. Sebaliknya Rasullullah Saw. Mengancam orang-

orang yang telah memanfaatkan tenaga dan jasa seseorang, tapi tidak mau 

memberi upahnya dengan memasukkan mereka ke dalam tiga golongan 

yang akan menjadi musuh Rasulullah Saw.     

Adapun Rukun-rukun dalam transaksi upah adalah sebagai 

berikut:19 

a. Adanya orang yang membutuhkan jasa. 

b. Adanya pekerja. 

c. Adanya jenis pekerjaan yang harus dikerjakan. 

                                                      
17 Ibid. 
18Ibid.  
19 Muhammad bin Idris al-Syafi'iy, al-Umm, Juz 2, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1393 H), 124. 
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d.  Adanya upah.  

Syarat-syarat ujrah yang lain tersebut antara lain sebagai berikut:20 

a.  Jelasnya pekerjaan yang harus dikerjakan. 

b. Pekerjaannya tidak melanggar ajaran Islam. 

c. Jelasnya upah atau imbalan yang akan diterima oleh pihak kedua. 

Dari penjelasan di atas Allah memerintahkan kepada kita untuk 

memberika upah kepada orang-orang yang telah selesai melakukan tugas 

yang kita bebankan kepada mereka. Kecuali jika pemilik jasa atau pekerja 

tersebut mengerjakan pekerjaannya dengan suka rela tanpa minta imbalan 

apapun. Rukun dan syarat lainnya antara lain yaitu meliputi akad atau 

transaksi upah adalah alat yang terjadi antara dua belah pihak dengan 

didukung faktor-faktor yang lain, jika salah satunya tidak ada maka 

transaksi tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai transaksi upah. Dalam 

Islam, semua komponen tersebut disebut dengan rukun. Syarat-syarat 

upah antara lain:21 

a. Hendaknya upah berupa harta yang berguna atau berharga dan 

diketahui Dalil bahwa upah harus diketahui adalah sabda Rasulullah 

Saw;”Barang siapa yang mempekerjakan seseorang maka beritahulah 

upahnya”. Dan upah tidak mungkin diketahui kecuali kalau 

ditentukan. 

b. Janganlah upah itu berupa manfaat yang merupakan jenis dari yang 

ditransaksikan. 

                                                      
20 Ibid. 
21 Ibid., 125. 
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Seperti contoh yaitu menyewa tempat tinggal dengan tempat 

tinggal dan pekerjaan dengan pekerjaan, mengendarai dengan 

mengendarai, menanam dengan menanam. Dan menurut hanafiah, syarat 

ini sebagaian cabang dari riba, karena mereka menganggap bahwa kalau 

jenisnya sama, itu tidak boleh ditransaksikan. Upah tidak menjadi dengan 

hanya sekedar akad, menurut mazhab Hanafi. Mensyaratkan mempercepat 

upah dan menangguhkannya sah, seperti juga halnya mempercepat yang 

sebagian dan menangguhkan yang sebagian lagi, sesuai dengan 

kesepakatan kedua belah pihak, berdalil kepada sabda Rasulullah Saw. 

Jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau 

menangguhkan, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu 

tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut. 

Misalnya orang yang menyewa suatu rumah untuk selama satu bulan, 

kemudian masa satu bulan telah berlalu, maka ia wajib membayar sewaan. 

(Sayid Sabiq : 1987) 

Jika akad ija>rah untuk suatu pekerjaan, maka kewajiban 

pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. 

4. Macam-macam Ujrah 

Upah atau ujrah dapat diklasifikasikan menjadi dua; Pertama, upah 

yang telah disebutkan (ajrun musamma), Kedua, upah yang sepadan (ajrun 

mithli). Upah yang telah disebutkan (ajrun musamma) itu syaratnya ketika 

disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi, 

sedangkan upah yang sepadan (ajrun mithli) adalah upah yang sepadan 
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dengan kerjanya sesuai dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja) jika 

akad ijarahnya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.22 

Yang menentukan upah tersebut (ajrun mithli) adalah mereka yang 

mempunyai keahlian atau kemampuan (skill) untuk menentukan bukan 

standar yang ditetapkan Negara, juga bukan kebiasaan penduduk suatu 

Negara, melainkan oleh orang yang ahli dalam menangani upah kerja 

ataupun pekerja yang hendak diperkirakan upahnya orang yang ahli 

menentukan besarnya upah ini disebut dengan khubara’u.23 

Upah (ujrah) adalah setiap harta yang diberikan sebagai 

kompensasi atas pekerjaan yang dikerjakan manusia, baik berupa uang 

atau barang, yang memiliki nilai harta (ma>l) yaitu setiap sesuau yang 

dapat dimanfaatkan.  

Upah adalah imbalan yang diterima seseorangan atas pekerjaannya 

dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk 

imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik). 

Upah uang dan upah riil merupakan pembayaran tenaga kerja yang  

dibedakan dua jenis, yaitu upah dan gaji. Gaji adalah pembayaran yang 

diberikan kepada pekerja tetap dan tenaga kerja profesional yang biasanya 

dilaksanakan sebulan sekali seperti pegawai pemerintah, guru, dosen, 

manajer, akuntan.  Sedangkan upah dimaksudkan sebagai pembayaran 

                                                      
22 Ya’qub Hamzah. DR, Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam 

Berekonomi), II, Bandung : CV. Diponegoro, 1992. 65. 
23 Yusanto, M.I dan M.K. Widjajakusuma, Menggagas Bisnis Islam, I, Jakarta : Gema Insani Press, 

2002. 
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kepada pekerja – pekerja yang pekerjaannya berpindah – pindah, seperti 

pekerja pertanian, tukang kayu, tukang batu, dan buruh kasar. Berbeda 

dengan teori ekonomi yang mengartikan upah sebagai pembayaran atas 

jasa – jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada 

para pengusaha. Dalam ekonomi pembayaran pekerja tidak dapat 

dibedakan antara upah dan gaji, keduanya berarti  pembayaran kepada 

pekerja. 

Perbedaan upah uang dan upah riil dalam jangka panjang sejumlah 

tertentu upah pekerja mempumyai kemampuan yang semakin sedikit di 

dalam membeli barang dan jasa. Hal tersebut disebabkan kenaikan barang 

dan jasa tersebut yang berlaku dari waktu ke waktu. Meskipun kenaikan 

tersebut tidak serentak, hal tersebut tidak menimbulkan peningkatan 

keejahteraan bagi pekerja. Untuk mengatasi hal tersebut ahli ekonomi 

membuat dua perbedaan antara pengertian upah, yaitu upah uang dan upah 

riil. Upah uang adalah jumlah uang yang diterima pekerja dari pengusaha 

sebagai pembayaran ke atas tenaga mental dan fisik para pekerja dalam 

proses produksi. Upah riil adalah tingkat upah pekerja yang yang diukur 

dsari sudut kemampuan upah tersebut dalam membeli barang dan jasa 

yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja. 

 

 

B. Al-Qard} 

1. Konsep al- Qard} 
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Secara etimologi al-qard} berarti al-qatu yang artinya memotong,24 

dikatakan demikian karna harta yang dimiliki oleh orang yang memberi 

pinjaman terpotong karena diberi kepada orang yang meminjam. 

Sedangkan menurut istilah fikih, terdapat beberapa definisi yang 

dikedepankan oleh fukaha mengenai al-qard} sebagaimana berikut:25  

a. Menurut kalangan Malikiyah: 

فَعَ  أَن   هُوَ  قَر ضُ ال ضُ  ذَلِكَ  ليََكُو نَ  أَن   بِشَر طِ  مَاليَِة   قِي مَة   لَهُ  شَي ئ ا لِِخَرَ  شخص   يَد   العَو 
 دَفَ عَهُ  لِمَا مُُاَلِف ا

 “Al-qard} ialah pembayaran seseorang kepada orang lain terhadap 
sesuatu yang memiliki nilai materi dengan tanpa kelebihan syarat 
pengemabalian hendaknya tidak berbeda dengan pembayaran. 

 

b. Menurut kalangan Hanafiyah: 

تَ رَطُ  مَث  لَهُ، لتَِتَ قَاضِي مِث لِي مَال   مِن   تُ ع طِي هِ  مَا هُوَ  القَر ضُ   مِث لِي ا يَكُو نَ  أَن   القَر ضِ  فِ   فَ يُش 
 “Al-qard} ialah pemberian harta tertentu untuk dikembalikan sesuai 
padanannya, dan disyaratkan agar pinjaman berupa sesuatu yang 
serupa. 

 

c. Menurut kalangan Syafi’iyah: 

ءُ  بِعَ نَ  شَر ع ا يطُ لَقُ  القَر ضُ  رَضُ، الشَي  ُق 
ءِ  تَم لِي كُ  وَهُوَ  الم  مِث  لَهُ  يَ رُدَّ  أَن   عَلَى الشَي 

“Al-qard} menurut syara’ berarti sesuatu yang dihutangkan, yaitu 

pemberian kepemilikian sesuatu dengan pengembalian yang serupa. 

 

                                                      
24 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), 337. 
25 Abd Al-Rahman Al-Jazairi, Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzahib Al-‘Arba’ah, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-

Ilmiyah, 2003), 303-304. 
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d. Menurut kalangan Hanbilah: 

  بدََلَهُ  وَيَ رُدَّ  بهِِ  يَ ن تَفِعُ  لِمَن   مَال   دَف عُ  القَر ضُ 
 “Al-qard} ialah pembayaran harta kepada orang yang ingin 
memanfaatkannya dan dikembalikan sesuai padanannya. 
 

Di samping beberapa definisi tersebut di atas, terdapat definisi 

lain yang mengatakan bahwa al-qard} adalah pemberian harta kepada 

orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain 

meminjamkan dengan tanpa mengharapkan imbalan.26 

Dari beberapa definisi al-qard} tersebut di atas baik secara 

etimologi maupun terminologi, dapat dipahami bahwa al-qard} adalah 

suatu transaksi antara seseorang dengan orang lain dengan memberikan 

pinjaman berupa harta yang memiliki kesepadanan untuk dikembalikan 

sesuai dengan jumlah yang diberikan tanpa adanya tambahan.  

Adapun mengenai barang-barang yang dapat dijadikan al-qard} 

terdapat beberapa pendapat para ulama’, sebagai berikut:27 

a. Ulama Hanafiyah berpendapat al-qard} dipandang sah pada harta mitsil, 

yaitu sesuatu yang tidak terjadi perbedaan yang menyebabkan 

terjadinya perbedaan nilai. Di antara yang dibolehkan adalah benda-

benda yang ditimbang, ditakar atau dihitung. Al-qard} selain perkara di 

atas dipandang tidak sah, seperti hewan, benda-benda yang menetap di 

tanah dan lain-lain. 

                                                      
26 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 

131. 
27 Rahmat Syafi’i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 154-155. 
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b. Ulama Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah membolehkan al-qard} 

pada setiap benda yang tidak dapat diserahkan, baik yang ditakar 

maupun yang ditimbang, seperti emas dan perak atau yang bersifat 

nilai, seperti barang dagangan, hewan, atau benda yang dihitung. 

c. Jumhur ulama’ membolehkan al-qard} pada setiap benda yang dapat 

diperjualbelikan kecuali manusia. Mereka juga melarang al-qard} 

manfaat, seperti seseorang pada hari mendiami rumah temannya dan 

besoknya teman tersebut mendiami rumahnya, tetapi Ibn Taimiyah 

membolehkannya. 

2. Dasar  hukum al-Qard}  dalam fatwa dewan syariah nasional 

Sebagaimana diketahui, bahwa al-qard} merupakan salah satu 

bentuk transaksi yang dilakukan dengan cara pinjam meminjam atau 

utang piutang dalam bermuamalah. Dalam al-qard} terdapat unsur saling 

tolong menolong antar sesama, yang kaya menolong yang miskin, yang 

mempunyai kelebihan memberi pertolongan kepada yang kekurangan, 

yang tidak membutuhkan memberi bantuan kepada yang membutuhkan, 

dan lain sebagainya. 

 Dalam hukum Islam, al-qard} merupakan salah satu bentuk 

muamalah yang dianjurkan dan diperbolehkan. Hal tersebut dapat 

dipahami melalui beberapa nas baik Alquran maupun hadits, sebagai 

berikut: 
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a. Firman Allah dalam Surah Albaqarah ayat 245:28 

عَاف ا لَهُ  فَ يُضَاعِفَهُ  حَسَن ا قَ ر ض ا اللهَ  يُ ق رِضُ  الَّذِي   ذَا مَن   رةَ ، أَض   وَيَ ب صُطُ  يُ ق بِضُ  وَاللهُ  كَثِي  
 تُ ر جَعُو نَ  وَإلِيَ هِ 

 “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang 
baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat 
gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. 
Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rizki) dan kepanya-Nya 
lah kamu dikembalikan. 

 

b. Firman Allah dalam Surah Almaidah ayat 2:29 

وَانِ، الِإث ِ  عَلَى لتََ عَاوَنُ و اوَ  وَالت َّق وَى البِر  عَلَى وَتَ عَاوَنُ و ا  شَدِي دُ  اللهَ  إِنَّ  اللهَ  وَات َّقُو ا وَال عُد 
 العِقَابِ 

 “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah 
amat berat siksa-Nya. 

 

c. Firman Allah dalam Surah Al-Hadid ayat 11:30 

ر   وَلَهُ  لَهُ، فَ يُضَاعِفَهُ  حَسَن ا قَ ر ض ا اللهَ  يُ ق رِضُ  الَّذِي   ذَا مَن    كَريِ    أَج 
 “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, 
maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman untuknya, dan 
dia akan memperoleh pahala yang banyak. 
 

Dari beberapa firman Allah tersebut di atas dapat diketahui 

bahwa al-qard} merupakan bentuk transaksi yang diperbolehkan dan 

dianjurkan dalam syariat Islam bahkan seseorang yang memberi pinjaman 

kepada orang lain dengan pinjaman yang baik akan memperoleh bayaran 

yang dilipat gandakan oleh Allah. Dengan demikian seseorang yang diberi 

pinjaman akan tertolong dan terkurangi bebannya dan orang yang 

                                                      
28 Majma’ Al-Malk Fahd, Al-Qur’an dan Terjahmanya dengan Bahasa Indonesia, (Al-Madinah Al-

Munawwarah: Majma’ Malk Fahd, 1418 H), 61. 
29 Ibid., 156-157. 
30 Ibid.,  902. 
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memberi pinjaman hendaknya tidak menyusahkan orang yang diberi 

pinjaman dengan berbagai transaksi yang merugikan seperti melebihi 

jumlah nilai pinjaman. 

Di samping beberapa firman Allah tersebut di atas, terdapat 

beberapa riwayat hadits Nabi yang mengindikasikan diperbolehkannya 

utang-piutang atau al-qard}, sebagai berikut: 

a. Hadis riwayat Muslim:31 

 القِيَامَةِ، يَ و مِ  كُرَبِ  مِن   كُر بةَ   عَن هُ  اللهُ  نَ فَّسَ  الدُن  يَا، كُرَبِ  مِن   كُر بةَ   أَخِي هِ  عَن   نَ فَسَ  مَن  
 أَخِي هِ  عَو نِ  فِ   العَب دُ  دَامَ  مَا العَب دِ  عَو نِ  فِ   وَاللهُ 

 “Barang siapa membantu melonggarkan satu di antara beberapa 
kesulitan duniawi temannya, maka Allah akan melonggarkan satu dari 
beberapa kesulitannya di hari Qiamat, dan Allah adalah menolong 
hamba-Nya selagi hamba itu mau menolong temannya. 

 
b. Hadis Shahih:32 

ِ  للهِ  أقَ  رَضَ  مَن   رِ  مِث لَ  لَهُ  كَانَ  مَرَّتَ ي   بِهِ  تَصَدَّقَ  لَو   اأَحَدِهَِ  أَج 
 “Barang siapa memberi hutang dua kali karena Allah, maka 
mendapatkan pahala sebesar mensedakahkan salah satunya. 

 

Berdasarkan kedua hadits tersebut di atas dapat penulis pahami 

bahwa memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan 

merupakan bentuk muamalah yang tidak dilarang dalam syariat Islam.  

Pemberian pinjaman yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang yang 

membutuhkan merupakan bentuk saling tolong menolong yang sangat 

dianjurkan dan akan memperoleh balasan yang dilipat gandakan oleh 

Allah. 

                                                      
31 Aliy As’ad, Terjemah Fathul Mu’in, (Kudus: Menara Kudus, 1979), 206. 
32 Ibid. 
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Kesunnahan memberikan utang adalah jika pengutang tidak 

dalam keadaan mud}a>rat, kalau dalam keadaan mudharat maka 

memberikan pinjaman hukumnya wajib. Haram berutang bagi orang yang 

belum mudlarat serta dari segi lahir tidak bisa diharapkan akan melunasi 

dengan seketika untuk yang dijanjikan pelunasannya secara kontan, dan 

melunasi setelah batas waktu pembayarannya untuk utang yang 

ditangguhkan masa pembayarannya tersebut, sebagaimana haram pula 

utang bagi orang yang diketahui secara yakin atau perkiraan bahwa akan 

menggunakan hasil pinjamannya untuk maksiat.33 

3. Rukun dan syarat al-Qard} 

a. Rukun al-qard} 

Al-qard} dianggap sah apabila telah memenuhi rukun al-qard}, 

sebagai berikut:34 

1) Pihak yang berakad: Orang yang meminjam (muqtarid}) & orang 

yang memberikan pinjaman (muqrid{) 

2) Barang atau objek pinjaman (qard}) 

3) Ijab qabul (sighat}) 

b. Syarat al-qard} 

Agar akad qard sempurna, terdapat beberapa syarat yang 

merupakan sahnya akad al-qard}, sebagai berikut:35 

                                                      
33 Ibid., 206-207. 
34 Achmad Kamal Badri, 2011, Hutang-Piutang, Ar-Rahn, Hiwalah, dan Kafalah, Makalah 

disajikan dalam presentasi mata kuliah fiqh muamalah, UIN, 8. 
35 Ibid. 
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1) Syarat yang berakad : 

a) Cakap hukum ( Baligh dan Berakal ), tidak dalam keadaan gila, 

payah (sakit) dan perwalian, kecuali dalam kondisi darurat 

b) Sukarela (rida), tidak dalam keadaan dipaksa atau terpaksa 

atau dibawah tekanan. 

2) Syarat obyek (qard}): 

a) Barang itu dapat diukur, ditimbang dan atau ditakar. Barang 

tersebut termasuk dalam mâl mithli. (Ulama Hanâfi). Sedang 

menurut ulama Maliki, Syafi’i dan Hanafi, barang yang 

tergolong mâl qimy, juga sah menjadi objek akad. Menurut 

mereka mâl qimy meliputi: emas, perak, makanan, barang 

perniagaan, dan lain sebagainya. 

b) Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam Islam 

(mâl mutaqawwim) 

3) Syarat Akad atau sighat}: 

a) Lafadz yang digunakan harus jelas yaitu al-qard} dan atau salaf. 

b) Bagi muqrid, akad ditujukan dalam rangka menolong muqtarid 

Di samping syarat-syarat di atas, al-qard} dianggap sempurna 

apabila harta sudah ada di tangan atau diserah-terimakan kepada 

penerima utang. Syarat ini disebut sebagai qard}. 

4. Tatakrama al-Qard} 

Sebagaimana diketahui, bahwa manusia diciptakan di muka bumi 

ini agar dapat saling mengisi dan tidak saling merugikan satu sama lain. 
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Dalam ajaran Islam, utang-piutang merupakan bentuk muamalah yang 

dibolehkan, tapi hendaknya harus dilakukan dengan ekstra hati-hati dalam 

menerapkannya. Hal tersebut dikarenakan, piutang dapat mengantarkan 

seseorang ke surga atau bahkan sebaliknya utang-piutang dapat 

menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Oleh karena itu, dalam 

melakukan utang-piutang hendaknya dilakukan dengan tatakrama yang 

baik sehingga tidak akan terjadi unsur saling merugikan. Adapun 

tatakrama utang-piutang tersebut, dapat penulis uraikan sebagaimana 

berikut: 

a. Utang-piutang untuk kebaikan 

Islam memperbolehkan utang-piutang dalam bermuamalah 

yaitu untuk tujuan kebaikan. Oleh karena itu tidak diperbolehkan 

utang-piutang baik yang memberi pinjaman maupun yang meminjam 

apabila digunakan untuk tujuan maksiat.  

Sebagaimana dikatakan dalam kitab fath al-mu’in, bahwa 

“tidak sah meminjamkan meminjamkan barang-barang yang haram 

pemanfa’atannya, seperti misalnya alat kemaksiatan, meminjamkan 

kuda atau pedang kepada musuh, atau meminjamkan budak wanita 

yang wajahnya menarik untuk meladeni laki-laki yang bukan 

muhrim.”36  

                                                      
36 As’ad, Terjemah Fathul Mu’in., 310. 
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b. Bukti tertulis dalam utang-piutang 

Dalam utang-piutang hendaknya dilakukan dengan bukti 

tertulis agar tidak terjadi hal-hal yang saling merugikan satu sama lain 

di kemudian hari. Sebagaimana firman Allah dalam Surah Albaqarah 

ayat 282:37 

تُبُ و هُ، مُسَمًّى أَجَل   إِلَ  بِدَي ن   تَدَايَ ن تُم   إِذَا آمَنُ و ا الَّذِي   يأَيَ ُّهَا تُب   فاَك  نَكُم   وَل يَك   كَاتِب   بَ ي  
لِ، تُبَ  أَن   كَاتِب   بَ يأَ   وَلَ  باِلعَد  تُب   اللهُ، عَلَّمَهُ  كَمَا يَك  لِل   فَ ل يَك   الَحقُّ  عَلَي هِ  الَّذِي   وَل يُم 

ف ا أوَ   سَفِي  ه ا الَحقُّ  عَلَي هِ  الَّذِي   كَانَ  فإَِن   شَي ئ ا، مِن هُ  يَ ب خَس   وَلَ  رَبَّهُ  اللهَ  وَل يَتَّقِ   أوَ   ضَعِي  
تَطِي عُ  لِل   وَ هُ  يُُِلَّ  أَن   ليََس   ... وَليُِّهُ  فَ ل يُم 

 “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak 
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 
menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan 
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah 
ia menulis, dan hendaklah orang yang yang berhutang mengimlakkan 
(apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 
Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada 
utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah 
keadaanya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkannya, maka 
hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. 

 
Berdasarkan firman Allah tersebut di atas, dapat dipahami 

bahwa dalam melakukan utang piutang hendaknya dilakukan dengan 

jujur dan dibuktikan dengan bukti tertulis yang dilakukan oleh orang 

yang memberi pinjaman atau oleh pihak ketiga. Bukti tertulis tersebut 

dilakukan untuk menghindari adanya perselisihan antara orang yang 

memberi pinjaman dan orang yang meminjam, dan agar jumlah 

pinjamannya tidak berkurang dan waktu pengembaliannya dilakukan 

tepat pada waktu yang dijanjikan. 

                                                      
37 Majma’ Al-Malk Fahd, Al-Qur’an dan Terjahmanya., 70. 
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c. Menghadirkan saksi 

Menghadirkan saksi merupakan suatu hal yang penting dalam 

utang-piutang karena dengan adanya saksi dapat mengurangi keraguan 

di antara orang yang memberi pinjaman dan orang yang meminjam. 

Allah berfirman dalam lanjutan Surah Albaqarah ayat 282:38  

هِدُو ا تَش  ناَ لَ   فإَِن   رجَِالِكُم ، مِن   دَي نِ شَهِ  وَاس  ِ  يَكُو  رأَتَاَنِ  فَ رَجُل   رَجُلَي   مِنَ  تَ ر ضَو نَ  مَِّن   وَام 
دَاهُاَ تَضِلَّ  أَن   الشُهَدَاءِ  دَاهُاَ فَ تُذكَررَ  إِح  رَى، إِح   وَلَ  دُعُو ا مَا إِذَا الشُهَدَاءُ  يأَ بَ  وَلَ  الُأخ 

ئَمُو ا تُبُ و   أَن   تَس   وَأدَ نَ  للِشَهَادَةِ  وَأقَ  وَمُ  اللهِ  عِن دَ  أقَ سَطُ  ذَلِكُم   أَجَلِهِ، إِلَ  كَبِي  ر ا أَو   صَغِي  ر ا هُ تَك 
أَن   إِلا  تَ ر تاَبُ و ا أَلَّ  نَ هَا حَاضِرةَ   تَِِارةَ   تَكُو نَ  ََ نَكُم   تدُِي  رُو   أَلَّ  جُنَاح   عَلَي كُم   فَ لَي سَ  بَ ي  

تُبُ و هَا  ... تَك 
 Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di 
antaramu. Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka boleh seorang lelaki 
dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridloi, supaya 
jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah 
saksi-saksi itu enggan memberikan keterangan apabila mereka 
dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil 
maupun besar samapai pada waktu membayarnya. Yang demikian itu, 
lebih adil disisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih 
dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu, tulislah mu’amalah itu 
kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di 
antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, jika kamu tidak 
menuliskannya. 

 

Melalui ayat tersebut di atas dapat diketahui bahwa 

menghadirkan saksi dalam utang-piutang merupakan suatu hal yang 

sangat penting karna dengan adanya dua saksi mengingatkan satu 

sama lain apabila pembayaran pinjaman telah tiba pada waktunya.  

                                                      
38 Ibid., 70-71. 
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d. Tidak ada unsur riba 

Sebagaimana diketahui, bahwa dalam bermuamalah tidak 

diperbolehkan ada unsur riba baik dalam jual beli maupun dalam 

utang-piutang. Hal tersbut dapat dipahami melalui firman Allah, 

sebagai berikut: 

1) Firman Allah dalam Surah Albaqarah ayat 225:39 

 ... ربِاَال وَحَرَّمَ  البَ ي عَ  اللهُ  وَأَحَلَّ 
 “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 

 
2) Firman Allah dalam Surah Albaqarah ayat 278:40 

َ  كُن تُم   إِن   الررباَ مِنَ  بقَِيَ  مَا وَذَرُو ا اللهَ  ات َّقُو ا آمَنُ و ا الَّذِي   يأَيَ ُّهَا  مُؤ مِنِي 
 “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 
tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang 
yang beriman. 

 
Berdasarkan firman Allah tersebut di atas dapat penulis pahami 

bahwa dalam bermuamalah tidak diperbolehkan ada unsur riba. Oleh 

karena itu, dalam utang-piutang hendaknya pembayaran hutang tidak 

boleh melebihi jumlah pinjaman karna selisih jumlah dari pinjaman 

dan pengembalian utang adalah riba. Di samping itu, pelebihan 

pembayaran utang yang dilakukan oleh peminjam dapat dibenarkan 

apabila tidak terdapat perjanjian atau paksaan sebelumnya karena 

pelebihan jumlah pembayaran pinjaman dapat dikategorikan sebagai 

hadiah asalkan tidak terdapat akad sebelumnya. 

                                                      
39 Ibid.,  69.  
40 Ibid., 


